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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER 

DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGUSAHAAN 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pembangunan fasilitas 

pemurnian di dalam negeri dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 170A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, perlu menyesuaikan dan mengubah kembali 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara 

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 147); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 289); 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

782); 
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6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) 

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 

TAHUN 2018 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 

MINERAL DAN BATUBARA. 

 

Pasal I 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 595) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: 

a. Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral 

dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1591); 

b. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984); 
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diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 44 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau 

IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat 

melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar 

negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai 

dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea 

keluar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan memenuhi batasan 

minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; 

b. badan usaha pemegang izin kegiatan usaha 

pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2017 dan telah menghasilkan produk hasil 

pengolahan dapat melakukan Penjualan hasil 

pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu 

paling lama sampai dengan sampai dengan jangka 

waktu persetujuan ekspornya berakhir setelah 

membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan memenuhi 

batasan minimum pengolahan tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

c. badan usaha pemegang izin kegiatan usaha 

pengolahan dan/atau pemurnian yang 

menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan 

Penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping 

atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang 

Mineral logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah 

tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 

2023; 
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d. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 

huruf c, hanya dapat dilakukan setelah 

mendapatkan Persetujuan Ekspor dari direktur 

jenderal yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri; 

dan 

e. Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemegang 

IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi 

Produksi Mineral logam, badan usaha pemegang izin 

kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian, 

dan badan usaha pemegang izin kegiatan usaha 

pengolahan dan/atau pemurnian yang 

menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan 

Rekomendasi dari Direktur Jenderal. 

 

2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 46 

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan 

Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian 

(washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih 

dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke 

luar negeri dalam jumlah tertentu dengan 

menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 

Juni 2023. 

(2) Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian 

(washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih 

dari atau sama dengan empat puluh dua persen) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan ketentuan: 

a. telah atau sedang membangun fasilitas 

Pemurnian; dan 


